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ABSTRAK :  - Bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat yang terkena luapan lumpur 
Sidoarjo, perlu memberikan keringanan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang 
diterima atau diperoleh orang pribadi dan/atau badan yang terkena luapan lumpur 
Sidoarjo sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dan untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 4 Undang Undang Nomor 47 
Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan 
Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Masyarakat Yang Terkena Luapan Lumpur 
Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2010. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.156, TLN NO.5075) sebagaimana telah diubah dengan 
UU 2 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.69 TLN No.5132), Perpres RI 14 Tahun 2007 sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Perpres RI 40 Tahun 2009, Keppres RI 56/P Tahun 2010. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan/atau badan yang 
terkena luapan lumpur Sidoarjo dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 
kepada PT Minarak Lapindo Jaya atau Pemerintah terutang Pajak Penghasilan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ajak Penghasilan 
Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan pagu 
anggaran sebesar Rp205.000.000.000,00 (dua ratus lima miliar rupiah). Pagu anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. PT Minarak Lapindo Jaya wajib menyampaikan 
laporan tiap bulan kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai data masyarakat yang 
menerima penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan 
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri 
Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
Keuangan ini. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 
tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi pengalihan hak atas 
tanah dan/atau bangunan dari masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo kepada 
PT Minarak Lapindo Jaya atau Pemerintah. Saat terutangnya Pajak Penghasilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan tata cara penatausahaan perpajakan dalam 
rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 21 Desember 2010. 

  - Lampiran halaman 1. 

 


